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KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 232 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN PENERAPAN BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) DAN BEKERJA

£

b.

1

DARI KANTOR (WORK FROM OFFICE)
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masvarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019,

bahwa untuk memutus mata rantai Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penanggulangan di
berbagai aspek salah satunya dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

bahwa berbagai kebijakan penanganan Corona Virus Disease 2019
{COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan pelayanan
publik oleh Pemerintah Daerah, sechingga perlu menetapkan
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dengan Penerapan Bekerja dari
Rumah (Weork From Home) dan Bekerja dari Kantor (Work From
Office);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
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Memperhatikan :

%]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3272);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2
dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

n Penerapan Bekerja dari
(Work From

Sistem Kerjn Aparatur Sipil Negara denga
Rumah (Work From Home) dan Bekerja dari Kantor
Office).

Sistem Kerjn Aparatur Sipil Negara dengan Penerapan Bekerja dari

Rumah (Work From Home) dan Bekerja di Kantor (Work From Office)

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

a. Untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19, maka
pelayanan tugas dan fungsi kedinasan di setiap Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dapat dilakukan dari rumah {Work From Home) 50%
dan bekerja di kantor (Work From Office) 50% dari Total jumlah
Pegawai ASN, Pegawai Honorer Kategori 1l dan THL, dengan
memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, terhitung
mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan ditetapkannya
kebijakan lebih lanjut;

b. Khusus untuk Perangkat Daerah yang Pengawainya terkonfirmasi

Positif Covid-19 lebih dari 2 (dua) orang dibuktikan dengan Surat
keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit serta hasil Rapid
Antigen atau Swab PCR melakukan WFO (Work From Office) 25%
dari Total jumlah Pegawai ASN, Pegawai Honorer Kategori 1l dan
THL;

Pimpinan Perangkat Daerah harus memastikan bahwa Pegawai
ASN, Honorer dan THL di lingkungan satuan kerjanya tidak
meninggalkan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Apabila
terdapat hal-hal yang bersifat mendesak, maka sewaktu-waktu
seluruh ASN, Honorer dan THL yang melaksanakan tugas dari

rumah dapat dipanggil kembali ke kantor;

d. Kepala Perangkat Daerah Wajib menyusun jadwal kerja

(pembagian shift) masuk kantor bagi Pegawai ASN, Honorer
Kategori Il dan THL, dengan memperhatikan frekuensi masuk
kantor minimal 3 kali dalam seminggu dan memasukan daftar
pembagian shift ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bolaang Mongondow selambat-lambatnya senin 2
agustus 2021;
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KETIGA

Bagi ASN yang menjabat sebagai PPK (Pejabat Penata Usaha
Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Bendahara
dan Pengurus Barang dapat dipanggil sewaktu-waktu tanpa
terikat pada jadwal shift;

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab atas
pengawasan kedisiplinan Pegawai ASN, Honorer dan THL dengan
memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut:
Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak,
Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas;

Bagi ASN yang terkonfirmasi positil Corona Virus Disease 2019
{COVID-19) baik dengan hasil Rapid Antigen maupun Swab PCR,
mengajukan permohonan ijin untuk perawatan atau isolasi
mandiri selama 14 hari atau lebih sesuai keterangan dari Dokter
dengan melampirkan surat keterangan perawatan, keterangan
isolasi mandiri dari rumah sakit/puskesmas serta hasil Rapid
Antigen atau Swab PCR;

Bagi ASN yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi
positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), wajib mengajukan
permohonan ijin isolasi mandiri selama 5 hari untuk selanjutnya
melakukan Rapid Antigen atau Swab PCR, dan jika dinyatakan
positif maka wajib melakukan isolasi/perawatan selama 14
(empat belas) hari;

Bagi ASN yang mengalami sakit dengan gejala Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) wajib mengajukan ijin pengobatan
/isolasi mandiri selama 5 (lima) hari atau lebih setelah
melakukan Rapid Antigen/Swab PCR; dan

Surat permohonan ijin perawatan dan isolasi mandiri serta
lampirannya (hasil Rapid Antigen/Swab PCR, keterangan
perawatan dan atau keterangan isolasi mandiri dari
Puskesmas/Rumah Sakit) disampaikan kepada Kepala Perangkat
Daerah masing-masing untuk selanjutnya dilaporkan ke Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang

Mongondow.

Dalam pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dengan
Penerapan Bekerja dari Rumah (Work From Home) dan Bekerja dari
Kantor (Work From Office), akan dievaluasi sesuai dengan kondisi
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten

Bolaang Mongondow.
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KEEMPAT ¢ Sctiap hari jumat  para pimpinan Perangkat  Daerah  wajib
menyampaikan laporan kepadn Bupati melalui Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihon Kabupaten Bolanng Mongondow mengenai
Pegawni ASN, Honorer dan THL yang terpapar Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) baik Rapid Antigen atau Swab PCR,

KELIMA ¢ Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit dan

Pusat Kesehatan Masyarakat tidak diberlakukan Bekerja dari Rumah
(Work From Home),

KEENAM Apabiln dikemudian hari dalam pelaksanann Keputusan ini terdapat
kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya,
KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 27 Juh 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

J EPREDJO MOKOAGOW
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